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GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 321 ayat (4] Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi

tentang  Pertanggungjawaban  Pelakeanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian

Jaya Baral, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
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Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3960);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736):

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomeor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun
2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Papua Barat Nomor 18);

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun

2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
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Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 31);

25. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun
2021 tentang APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2022
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022
Nomor 5j;

26. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 6
Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daecrah Tahun Anggaran 2022 (Berita

Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

Dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN;:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021,

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

(2)

Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat:

a.

=

c
d
€.
£
g

laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;
neraca;

laporan operasional;

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan

catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalamnya

telah didukung dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan
Badan Usaha Milik Daerah.
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Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 avat (1)

huruf a tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp7.327.020.310.448,66
b. Belanja Rp8.040.529.963.116,77
Surplus/(Defisit) Rp (713.509.652.668,11)
¢. Pembiayaan
1. Penerimaan Pembiayaan Rpl1.825.948.117.970,75
2. Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00
Pembiayaan neto Rpl1.825.948.117.970.75
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp395.889.777.187,66 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Pendapatan Rp6.931.130.533.261,00
b. Realisasi Rp7.327.020.310.448,66
Selisih lebih Rp 395.889.777.187,66
{2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp715.806.379.699,23 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Belanja Rp8.756.336.342.816,00
b. Realisasi Rp8.040.529.963.116,77
Selisih kurang Rp 715.806.379.699,23
(3) Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah
Rp1.111.447.276.886,89 dengan rincian sebagai berikut:
a. Defisit Rp(1.825,205,809,555,00)
b. Realisasi Rp (713.509.652.668,11])
Selisih kurang Rp(1.111.447.276.886,89)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp742.308.415,75 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Penerimaan

Pembiayaan Rpl1,825.205.809.555,00
b. Realisasi Epl1.825.948.117.970.75
Selisih lebih Rp 742.308.415.75

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pengeluaran



Pembiayaan Rp 0,00

b. Realisasi Rp 0.00
Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah

Rp742.308.415,75 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pembiayaan Neto
b. Realisasi
Selisih lebih

Pasal 4

Rp1.825.205.809.555,00
Rp1.825.948.117.970.75
Rp 742.308.415,75

Laporan perubahan saldo anggaran lebih anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

a.
b.

Saldo Anggaran Lebih Awal
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai
Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

(SILPA /SIKPA)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun
Sebelumnya
Lain-lain
Saldo Anggaran Lebih Akhir
Pasal 5

Rp1.825.205.809.555,75

Rp1.825.948.117.970,75

Rpl.112.438.465.302,64

Rp 0,00

Rp 742.308.415,00
Rp1.112.438.465.302,64

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per 31 Desember
Tahun 2021 sebagai berikut:

a.
b.

C.

jumlah aset
jumlah kewajiban

jumlah ekuitas

Pasal 6

Rp17.483.465.957.334,50
Rp 261.608.302.838,00
Rp17.221.857.654.496,50

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per
31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a.
b.

C.

jumlah pendapatan kegiatan operasional
jumlah beban kegiatan operasional
jumlah

nonoperasional

surplus/defisit  dari kegiatan

jumlah pos luar biasa

surplus/defisit Laporan Operasional

Rp7.060.282.164.661,67
Rp5.360.487.317.126,69

Rp 0,00
Rp (23.407.100.000,00)
Rpl.676.387.747.534,08



Pasal 7
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. JSaldo Kas Awal per 1 Januari 2021 Rp1.825.275.124.812,75
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rpl1.721.548.471.890,27
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi
Nonkeuangan Rp(2.435.058.124.558,38)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp 0,00
Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran Rp (672.993.158,00)
f. Saldo Kas Akhir Per 31 Desember 2021 Rp 1.112.438.465.302,64
Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai
berikut;

a. Ekuitas Awal Rpl15.615.107.862.818,60
b. Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp 1.676.387.747.534,98
¢. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/
kesalahan mendasar Rp (69.637.955.857,16)
d. Ekuitas Akhir Rpl7.221.857.654.496,50
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 avat (1)
huruf g tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif

maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
a. Lampiran | . laporan realisasi anggaran terdiri atas:

Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintah daerah dan organisasi;

Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja
dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
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program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil
dan subkegiatan beserta keluaran: dan

Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

Laporan operasional;

Laporan perubahan ekuitas;

Neraca;

Laporan arus kas;

Catatan atas laporan keuangan;

Daftar rekapitulasi piutang daerah;

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih:
Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana
bergulir;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;:

Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah;

Daftar rekapitulasi aset tetap;

Datftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
Daftar rekapitulasi aset lainnya;

Daftar dana cadangan daerah;

Daftar kewajiban jangka pendek;

Daftar kewajiban jangka Panjang

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya; dan

lkhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 11

Penjabaran pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungiawaban pelaksanaan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
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Pasal 12
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua

Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 3 November 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD
PAULUS WATERPAUW
Diundangkan di Manokwari

pada tanggal 3 November 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD
NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! PAPUA BARAT: (12-231/2022).

Salinan yang
Plt. Kep

sesuail aslinya,

Dorsinta R. L. Hutabgrat, S.H., M.M
Pembina J'k.
NIP. 19660705 199201 2 022



